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BABI
PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah i
Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasa
warsa terakhir seiing dengan tuntutan akan peningkatan kualtas laporan
keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabiltas pengelolaan
keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian
penatausahaan dilakukan demi mendukung perubahan tersebut. Saiah
satu kunci dalam perubahan tersebut adalah dikembangkannya kebiakan
akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan
dan penyajan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat
mapun pemerintah daerah.

‘Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005
Dengan terbitnya SAP in semakin mengukunkan peran penting akuntansi
dalam pelaporan kevangan di pemerintahan yang juga menandai
dimulainya babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan Pemerintah
Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara
karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara disebutkan
bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual belum diaksanakan, digunakan pengakuan dan
pengukuran berbasis kas.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan pada
tanggal 22 Oklober 2010 untuk mengganii Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005, Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis



Arual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual
terdapat pada lampiran | beriaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
pada Lampiran Il beriaku selama transisi bagi enttas yang belum siap.
untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual sebagaimana tercantum delam lampiran I dapat
diaksanakan selama jangka wakiu 4 (empat) tahun selelah Tahun
Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap.
entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
‘wajlb melaksanakan SAP Berbasis Akrual, (PP No. 71 Tahun 2010)

Basis akuntansi adaiah prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh
suat eniitas, yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau
kejadian harus diakuildicatat dalam suatu sistem peiaporan keuangan
Secara umum terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (cash basis)

Indonesia, dikenal basis kas menuju akrual (cash toward accrua) yang
menggunaken basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta menggunakan
basis akrual untuk pengak . kewsjiban,
Akuntansi berbasis kas adaiah suatu basis akuntansi yang mengakui
transaksi ekonomi dan peristwa lainnya pada saat terjadinya kas masuk
dan kas keluar, serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar
Sedangkan  akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntans
yang mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi ekonomi serta
peristiwa lainnya dalam laporan kevangan pada saat terjadinya transaksi
tersebut, tanpa memperhatkan waklu kas atau setara kas diterima alau
dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual melskukan pencatatan
berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban
perusahaan pada suatu periode (Suryo Adiprojo, 2015).

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat kusial dalam bidang
pelaporan keuangan pemerintah, bak pemerintah pusat maupun




pemerintah daerah karena merupakan tahun awal dimulainya penerapan
SAP Berbasis Akrual Dengan adanya wewenang yang luas bagi
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya
sendii menuntut pemerintah pusat dan daerah unluk menyusun laporan
pertanggungiawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(s4P)

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 64 Tahun 2013
mewaibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun  laporan
pertanggungiawaban keuangan daerah menggunakan basis akrual mulai
tahun 2015 Penerapan basis akrual memberkan konsekuensi bag!
pemeintah daerah untuk menyusun tiuh komponen laporan keuangan
yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebin, Laporan  Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Kevangan. SKPD memilki
kewajiban untuk menyusun lima laporan, yaitu Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubshan Ekutas, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Meskipun sudah berbasis akrual,
namun SKPD tetap menyusun laporan keuangan yang berbasis kas yaitu
Laporan Realisasi Anggaran. Sementara Komponen laporan keuangan
berbasis akial yang wajib disusun oleh SKPD adalah laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. SKPD dalam
prakteknya menjalankan dua sikius akuntansi sekaligus agar dapat
menghasikan keempat laporan keuangan tersebut, yaitu sikius akuntansi
berbasis kas dan siius akuntansi berbasis akrual,

Tidak
Provinsi Sulawesi Selatan selaku daerah olonom juga dtuntut harus.
mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai
pertanggungiawaban oleh pemerintah pusat. Hal tersebut karena pada
tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi Pemerintah Daerah, dari
yang sebelumnya menggunakan basis kas menuju akrual (cash fowward
accrual basis) menjadi sistem akuntans berbasis akual (accrual basis).
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akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Khan dan Meyes (2009)
menyampaikan bahwa untuk dapat berhasi dalam penerapan akuntansi
berbasis akrual ada empat kondisi yang harus disiapkan yaitu kesiapan
sistem akuntansi, kebiakan pemimpin, kemampuan teknis dan adanya
sistom.
dan peran sirategis implementasi akuntansi berbasis akrual. Hasinya
menunjukkan keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual
Pemerintah Kota Semarang didukung oleh empat strategi wama yaitu
komitmen pimpinan, pengembangan reguiasi, pengembangan sistem
informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Surepno (2015)
juga menganalisis respon pelaku implementasi terhadap peran strategis
akuntansi berbasis akrual dalam transparansi dan akuntabitas. Hasil
peneliian menunjukkan bahwa pelaku  implementasi menunjukkan
akuntansi berbasis akrual memiliki peran strategis dalam peningkatan
transparansi dan akuntabiltas melalui pelaporan keuangan.

Peneltian ini merepikasi penelitan yang diakukan oleh Helen,
Astut, Diana Dwi (2013), namun yang membedakan penelitan ini dengan
peneitian sebelumnya terletak dari segi variabel independen yang
mempengaruhi penerapan akrual basis (variabel dependen). Jika pada
peneiian Helen, Astuti, Diana Dwi (2013) menggunakan variabel
independent yaitu pemahaman, pelatinan, dan pendampingan aparatur
pemerintah daerah, sementara dalam peneliian ini menggunakan variabel
independent yaitu komitmen pimpinan, ~ pengembangan  regulasi,
pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya
manusia (Surepno, 2015).

Peneliian ini mengambil unit satuan keria di Pemerintan
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebagai ujung tombak pemerintah
pusat di Daerah yang berkaitan langsung dengan setiap kegiatan teknis.
Khususnya terkait proses pencatatan transaksiransaksi ekonomi yang




terjadi pada dinas terkait dan bagaimana Sumber Daya Manusia yang
berperan di dalamnya memproses transaksi tersebut menggunakan
‘Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun
2010

Berdasarkan uraian di atas, maka peneiti tertarik untuk mengetahui
kesuksesan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam
implementasi akuntansi berbasis akrual melali analiss terhadap respon
pelaku_implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan
kevangan daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Dengan
ditetapkannya PP SAP berbasis akrual, diharapkan terwujudnya laporan
kevangan yang berkuaitas dan akuntabel guna terwujudnya
pemerintahan yang baik (good govemance) di Indonesia. Adapun judul
peneiian i adalah “Determinan Penerapan Akuntansi Berbasis.
Akrual di Pemerintah Daerah”

12 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah

alam peneitian in adalah sebagai berkut.

1. Apakah komitmen pelaksana berpengaruh signifikan dan positf

terhadap penerapan standar akuntansi pemeriniahan berbasis

akual?

Apakah pengembangan regulasi berpengaruh signifikan dan posit

terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis

akrual?

Apakah sistem informasi berpengaruh signifikan dan positf terhadap.

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 7

Apakah kuatas sumber daya manusia berpengarun signifikan dan

postf terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis

akrual ?

13 Tujuan Penelitian



masalah,
Untuk menganaiiss sebagai berikut.
1

pemerintahan berbasis akrual,
Pengaruh pengembangan reguiasi terhadap penerapan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Pengarun sistem informasi terhadap penerapan standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Kualtas sumber daya manusia terhadap penerapan
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual,

14 Kegunaan Penelitian
Hasil penelian ini bisa bermanfaat, baik dari aspek teoretis

141 Kegunaan Teoretis
pek kegunaan

berikut
1. Penelitan ini dapat menambah pengeahuan dan pemahaman serta
nantinya dapat diadkan sebagai salah satu bahan referensi
pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca
terkait permasalahan yang dibahas dalam peneitian ini.

Bagi penuis sendin, dengan adanya peneliian ini dapat menambah
‘wawasan dan pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis akrual

142 Kegunaan Praktis

berikut



Manfaat praktis penelian ini sebagai sumber informasi dan dapat
memberkan masukan terhadap pemerintah dalam menerapkan SAP
berbasis akrual

2 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
masukan dalam memaksimakan penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual

15 Ruang Lingkup Penclitian

Peneitian ini akan meneiii Determinan Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan khususnya kabupaten Selayar, Jeneponto, Maros dan Pangkep.
yang dipengaruhi oleh fakior komitmen pimpinan, pengembangan
requiasi, ketersediaan sistem informasi, dan kualtas sumber daya
manusia. Peneliian ini hanya mengambil objek pada SKPD yang
merupakan Kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan selaku entitas akuntansi.



BABII
‘TINJAUAN PUSTAKA

24 Tinjauan Teori dan Konsep.
211 Teori Stewardship

Grand theory yang mendasan penelitan ini adalah bagian dari
agency theory yaitu stewardship theory (Donaldson dan Davis dalam
Haliah, 2012), yang menggambarkan siuasi dimana para manajemen
tidakiah termotivasi olen tujuan-tujuan individu tetapi lebih dtujukan pada.
sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teor tersebut
mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan
dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan
maksimalisasi utiitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi
utitas. kelompok ini pada akhimya akan memaksimumkan kepentingan
individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori stewardship dapat dierapkan pada penelitian akuntansi
organisasi seklor publik sepert organisasi pemerintahan (Morgan, 1996;
David, 2006 dan Thorton, 2008 dalam Haliah, 2012) dan non proft lainnya.
(Vargas, 2004;Caers Ralf, 2006 dan Wison, 2010 dalam Haliah, 2012)
yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi seklor publk
telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan
antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (drver)
berjalannya ransaksi bergerak kearah yang semakin kompieks dan dikuti
dengan tumbuhnya spesiaisasi dalam akuntansi dan perkembangan
organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan
bertambannya tuntutan akan akuntabiltas pada organisasi seor publk,
princioal semakin
suit untuk melaksanakan sendin fungsifungsi pengelolaan. Pemisahan
antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengeloiaan merjadi semakin
nyata Berbagai keterbotasan, pemilk sumber daya (capital




suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan
sumber daya tersebut kepada phak lain (steward = manajemen) yang
lebin capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals
atas dasar kepercayaan (amanah = tust), bertindak kolektil sesuai
dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus
organisasi sekior pubiik adalah stewardship theory ( Haliah, 2012).

Impikasi teori stewaroship terhadap peneliian ini, dapat
menjelaskan Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya
untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publk dengan melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban
keangan yang diamanahkan kepadanya dengan melibatkan sejumish
aturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga tujuan ekonom,
pelayanan publi maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai
secara maksimal,
24.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1
ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, “standar akuntansi
pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adaiah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyaiikan laporan
keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan
yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kuaitas.
laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah sesusi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang
tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entias pelaporan,
bak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajlb untuk
menerapkan SAP.
Dalam www wikiapbn.com disebutkan:




10

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkn dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan
akuntabiltas penyelenggaraan akuntansi pemeriniahan, serta
peningkatan kualtas laporan kevangan pemerintah. Laporan
keuangan pemerintah fersebut terdii atas laporan keuangan
pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keungan pemerintah daerah

(LKPD).

Menurt Sinaga dalam Faradilah (2013) Standar Akuntansi
Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepi antara
penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemeriniah
daerah wajio menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan kevangan termasuk
legislatif akan menggunakan SAP untuh memahami informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan dan eksteal audior (BPK) akan

Laporan pokok menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun
2010 terdii dart
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
b. Laporan Perubshan Saido Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
sAL);
Neraca;
Laporan Operasional (LO);
Laporan Arus Kas (LAK),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Penerapan  atau pengimplementasian  standar  akuntansi
pemerintahan dalam pelaporan  keuangan instansi  pemerintahan
merupakan hal waiib karena standar akuntansi pemerintahan merupakan
‘acuan waiib dalam penyajian laporan keuangan entias pelaporan. Entas



pelaporan terdir alas pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan
organisasi diingkungan pemerintah pusatidaerah dan organisasi lainya,
Menurut Fakhrurazi dalam Faradilah (2013), manfaat yang dapat
diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan
keuangan yang dihasikan dapat memberikan informasi keuangan yang
terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakehoders. Selain itu, dalam
Iingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekutas dana pemerintah
Laporan keuangan yang dinasikan juga dapat mempertanggungiawabkan
pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapsi
tujuan
Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP
Nomor 71 Tahun 2010 lampiran | Standar akuntansi Pemerintahan
berbasis akrual terdr dari
1. Lampiran 1. 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Lampiran 1. 02. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Kevangan
Lampiran | 03, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Berbasis Kas
Lampiran . 04. PSAP 03 tentang Laporan Avus Kas
Lampiran 1. 05. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran . 06. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
Lampiran 1. 07. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
Lampiran . 08. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
Lampiran | 09. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam
Pengeriaan
10.Lampiran 1. 10. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewaijiban
11.Lampiran 1. 11. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubshan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang Tidak Dilanjutkan
12 Lampiran | 12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsoldasian
13 Lampiran | 13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional



‘Gambar 2.1 Akuntansi Keuangan Dasrah

Sumbor. Kementanan dalem Negor

213 PP 71 tentang SAP Berbasis Akrual

Basis akual adalah basis akuntans yang mengaku pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiva tu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas alau setara kas diterima atau
dibayar. Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian
Keuangan pada saat terjad atau pada saat perolenan, Bastian (2009
Knan dan Mayes (2008) mengartian akuntansi akrual sebag:
metodoiogi dalam akuntansi yang mengakui transaksi berdasarken

Dengan dicetuskannya PP Nomor 71 Tahun 2010, maka
sudahmenjadi kewajban bagi seluruh organisasi  pemerintahan
untumenerapkan basis akrual.

Berdasarkan pasal 36, ayat 1 UU Nomor 17 disebutkan




Ketetuan mengena pengakuan dan pengukuran pendapatan
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pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akiual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

SAP Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 dkembangkan dari SAP yang dietapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada Intemational

Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan  memperhatikan

peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Beberapa negara

sebenamya kesuitan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun

Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan

beberapa pertimbangan yaitu

. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,

aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,

seta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
alam APBD.

SAP sebelumnya yang dietapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24Tahun 2005 berbasis *Kas Menuju Akrual” sebagian besar

telah mengacu pada prakiik akuntansi berbasis akrual. Neraca yang

disusun sebenamya sudah berbasis akual, walaupun Laporan

Realisasi Anggaran masih berbasis kas.

. Para pengguna yang sudah terbiasa dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 dapat meliat kesinambungannya. Atinya,
sebenamya pengguna tinggal selangkah lagi untuk melaksanakan
basis akrual secara penuh.

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas,

Mardiasmo (2002). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat

menghasikan Iaporan keuangan yang lebih dipercaya, lebin akurat,



komprehensif, dan relevan uniuk pengambilan keputusan ekonomi, sosi
dan poitic
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Neger (2014) dalam situs

manfaat penerapan SAP berbasis akrual pada Study Nomor 14 yang
Jbiic Sector Accounting

mengatakan bahwa informasi yang disajkan pada akuntansi berbasis
akrual dalam
(stakeholder) dalam rangka:
1. Menilai akuntabiitas pengeloiaan seluruh sumber daya entitas serta
penyebaran sumber daya tersebut,
Menilai kineria, posisi keuangan dan arus kas dari suatu enfitas.
Pengambilan kepulusan mengenai penyediaan sumber daya, atau
melakukan bisnis dengan suatu entias.

Selanjutnya, pada level yang lebin deti dalam Study Nomor 14

Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivtasnya
dan memenuhi kebutuhan dananya;

Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan
pemerintah saat ini untuk membiayai akiitas-aktivitasnya dan untuk

3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi
kevangannya,
Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan
keberhasiian pengelolasn sumber daya yang dikelolanya:
Bermanfaat untuk mengevaluasi kineria pemerintah dalam hal
efisiensi dan efekifivitas penggunaan sumber daya

Manfaat dari penerapan SAP berbasis akwal ini tentunya
mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan
kevangan juga evaluasi pada kinefia pemerintah ferutama terhadap
sumber daya manusia.




214 Sistem Akuntansi Pemerintah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdir dari

Sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik
pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewsjiban, ekuitas,

b, Sistem Akuntansi PPKD. Sistem Akuntansi PPKD mencakup teknik
pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban. pendapatan-LRA, belarja, transfer, pembiayaan, aset.
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan
kevangan PPKD serta penyusunan laporan kevangan konsolidasian
pemerintah daerah.

. BAS (Bagan Akun Standar). Bagan Akun Standar menjadi pedoman

akun yang menggambarkan stuktur laporan keuangan secara
ot

215 Poraturan tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah
Kabupaten/Kota

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan _keuangan
Pemerintah Kabupaten Selayar, Jeneponto, Maros dan Pangkep untuk
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan bak secara intemal

a kerangka konseptual kebiakan akuntansi. Kerangka konseptual
kebiakan akuntansi ini membahas:
1) tujuan kerangka konseptual kebijakan skuntansi
2) lingkungan akuntansi pemerintahan
3) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
4) entias akuntansi dan entitas pelaporan
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5) peranan dan tjuan pelaporan keuangan, komponen laporan
Keuangan serta dasar hukum

SKPD.

Sumber Komonteran dalam Nogen

6) asumsi dasar, karakteristi kualtat yang menentukan manfaat
informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala
informasi akuntansi, dan

7) unsur-unsur yang membentuk laporan keunagan, pengakuan, dan
pengukurannya.

penyajan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini menetapkan

seluruh pertimbangan dalem rangka penyajian laporan keuangar

pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi
laporan kevangan. Laporan kevangan disusun dengan menerapkan
basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-




transaksi spesifi dan peristwa-perisiwa yang lain, diatur dalam
Kebiakan akuntansi lainny.

Komponenkomponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan terdin dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)
dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai
berkut

(@) Laporan Realisasi Anggaran
(6) Laporan Perubahan Saido Anggaran Lebih

(0 Laporan Perubahan Ekuitas
(9) Catatan atas Laporan Keuangan

seliap entitas akuntansi dan entias pelaporan, kecual:

) Laporan arus kas yang hanya disajkan oleh entitas yang mempuny
fungsi perbendaharaan umum

) Letih yang olen
entitas pelaporan  yang menyusun  laporan  keuangan
konsolidasiannya.

. laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan
informasi mengenai reaiisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplusidefsit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan
eniitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya. Laporan reaiisasi anggaran menyediakan informasi
yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan
diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros
dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara
komparat. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi
kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi:




1) telah dilaksanakan secara efisien, efektf dan hemat
2) telah diaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBNIAPED),
dan

3
laporan operasional
taporan arus kas

catatan atas laporan keuangan

akuntansi persediaan

akuntansiinvestasi

akuntansi aset tetzp

akuntansi konstuksi Galam pengeriaan

akuntansikowajiban

koreksi  kesalshan, perubahan kebjakan akuntans,  perubahan
estimasi akuntansi,dan operasiyang tidak dianjukan

. laporan kevangan konsofdasian.

216 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD) menurut PP Nomor 71
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalsh Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang
penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah
Daerah, berimplikasi pada perubahan sistem penyusunan  laporan
keuangan pemerintah daerah. SKPD sebagai enttas akuntansi yang
sebelumnya terbiasa dengan pencatatan berbasis kas harus merubah
kebiasaan tersebut dan waij> menyajikan laporan keuangan berbasis
‘akrual mulai tahun 2015.

Tujvan penggunaan basis akrual adalah untuk memberikan
informasi yang lebih akurat dalam pelaporan keuangan. Penerapan basis.
skrual
tujuh komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran,




o

Laporan Perubahan-Saido Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Neraca,

Laporan Keuangan. SKPD memiiki kewaiban untuk menyusun lima
laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Calatan atas Laporan
Keuangan.

‘Gambar 23 Akuntansi dan Pertanggungiawaban
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Laporan Operasional disajkan sekurang-kurangnya sekali dalam

Setahun. Dalam siuasi tertentu, apabla tanggal leporan suatu entias

berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suaty

periode yang letih pendek dar satu tahun, entitas harus mengungkapkan

informasi sebagai berikut:

1. alasan penggunaan periods pelaporan tdak satu tahun;

2. fakta bahwa jumiah-umiah komparatif dalam Laporan Operasional
dan catatan-catatan terkait idak dapat diperbandingkan

T g P Lot oo Pt reraun Pemernan
Noror 24 Tanun 2005 maupun Perauran Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010
p 242005 - CTA
+ rstat ptonal + Manpaan Laporan  Keuangar
(Parogra 20PSAP Nomor o) Poko
(Pargyt 14 P5AP Nomer )
ey oo v
manyapn aporan borbass skl berk
Sourangiaangrya manyapianpos. | ) Pondapain0 can hepaan
pos soras
O T
cperasora cporasorat
b)abn_boctsaian M%) Supisiseist con _ Kepatar
ngsonsl daniseias skanom NonOperssions., i ;.
o) Sueps st st 1) Pos uarbasa, bl s
(Paragrat 55 PSP Namor 01 ) Suponst L0
(Poracyat 5254 N 0)

Sumber - Keuda kemendagn oo d Modu 1 ~Kensep 8 SKius Akurans: Perda



2.2:1.1 Sistem Akuntansi Pendapatan - LO

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk
mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari
Pendapatan Pajak, Pendapatan Retriusi, dan Lain-ain PAD yang Sah.
Adapun lain-ain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasi penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi
potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan
dan selish niai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan

penyelenggaraan pendidkan dan pelatihan; pendapatan  hasil
pemanaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cician
penjualan
1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD
adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PAIKPA),
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara
Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak ketiga.
) PAIKPA. Menandatanganiimensahkan dokumen surat ketetapan
paiak etribusi daerahidokumen lain yang dipersamakan
b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
1) Mencatat transaksifkejadian pendapatan LO dan pendapatan
LRA berdasarkan bukt-bukt transaksi yang sah dan vald ke
buku jumal LRA dan buku jurmal LO dan Neraca
2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun tethadap dokumen
pendapatan yang belum diterima pembayarannya
3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen
pendapatan yang penerimaan yang melewati periode
diterbitkannya dokumen pendapatan.
©) Bendahara penerimaan SKPD.
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‘Galam buku kas penerimaan
2) Melakukan penyetoran uang yang dterima ke kas daerah
setiap har.
) BUD. Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh
pihak keliga ataupun melalui bendahara penerimaan
) Pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah wajb pajak. wajb retrious,

2. Dokumen yang Terkait
‘Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO dan

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

3) Tanda Bukti Penerimazn (TBP)

4) Surat Tanda Setoran (STS)

5) Bukt ransferisetor

6) Nota kredit bank

7) Bukti memorial

8) Bidi ransaksi penerimaan kas lainnya

2212 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64
Tahun 2013 dikenal istiah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang
berbeda atas beban dan belanja merupakan impiikasi berlakunya basis
akual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013,

Akuntansi beban pada lingkup SKPD melingkupi  pengakuan,
pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/
lembur/ vakasi/ tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban
kontrbusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban
perjalanan dinas, dan beban murni akrual,



dikurangi defict, kemudian dipengaruhi oleh transaksi antar
ekuitas Transaksi antar ekuitas adalah transaksi terkait realisasi DIPA
(yang mirip dengan konsep penambanan modal dalam akuntansi
Komersial) dan realsasi penyetoran PNBP (yang mirip dengan transaksi

akhir.
yang ada di neraca akhir tahun. Adanya  alur angka dari LO dibawa ke
LPE, kemudian dibawa ke neraca menunjukan satu kaitan yang sangat
erat antara satu laporan dengan laporan ain,

yajan Laporan Kevangan_ pada
Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2005 maupun Peraluran
Pemeriniah Nomor 71 Tahun 2010

e T
Ui Cporan Keuangan
Laporan Perubanan Exstas (LPE) Laporan Finansia
+ Barsiat optonal
(Paraorat 20 PSAP Nomor 01) « Menupakan Laporan  Kevangan|

pokok
(Paragea 14 PSAP Nomor 01)

+ Seranghurangnys menyapkanpos |+ Sekurangiuangrya  menyakan

pos
) Sisa Lobikurang  Pambiayaan|  9) Exutas awal;
b) Suplsidefii Lo pacal

perode bersanghutan:
bolaria besora toainya sepert| <) Koreksioreksiyang angeung
mbatimengur

o alam oustas hesaianan  mandasar o
©) Efex kumuast atas porubaan persedaan yang teqadi pace
kebiakan skunians: dan Koroks{ pencdopercd  sevoumaya|

(Paragrat 95 PSAP Nomor 01) @ Exutas ake

(Paragya 101 PAP Nomor 01)




‘Sumber keuda kemendagi g0 8 Modul 1 ~Konsep & Sius AkuntansiPerda
223 Neraca

Pada paragraf 64 kerangka konseplual SAP menjelaskan bawah
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu enttas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekutas pada tanggal tertentu. Unsur yang
dicakup oleh neraca dielaskan pada paragraph 65 yaitu terdi dar aset,
kewaiiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dielaskan sebag:
berikut

(a) Aset adalah sumber daya skonomi yang dikuasai danlatay dimilki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperolen, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapa diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperiukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipeihara karena
sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah wtang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan airan keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Ekutas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
‘antara aset dan kewsjiban pemerintah



Tabel 23 Perbandingan

Peraturan

cakupan_un Neraca pada
Fomarnta Nora 24 Tahun 2006 maupun Feratuon Permennian

Nomor 71 Tahun 2010,

sur-unsur ekutas

© Bustas Dana Lancar slish antaa ase ancar
angka pandek,temasuk sisa

i
:
|
i

perundang ndangan
(Paracral 78.81 PSAP Nomor 01)

o 3008 {CTn 12010 : AGGRUAL
T aporan Keuangan
Nersca Unsur Laporan Keuangan
o set Fioansil Noroca
O Kewajban o st
o o Kowajban
(Paragrt 53 Kangha Konseptua) o Entas
(Poagral 54 Keranghal
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23 Ponolitan tordah
Tabel 2.4 Peneltan ter

:::::

P e | sudut Peneitian Tujuan Peneiitian | Metode Penelitan | Hesil Penelitian
) ot g e
Stategs hobarnasian inpiementas|
hosuksasan akuniansi  borbasis  akrual
Pamerintan  Kotal dengan maikukan sud | Pomaritah  Kota  Semarang
Samarang
implomentas Pengelciaon Kaangan [yatu  komitmen  pinpinan,
awurtans, | barbasis dan Aset Daeran pengembangan roguas.
aual. Peneltin ] (DPKAD) Kota pengembangan sistem _nformasi
iwga menganass| Semarang dongan cara | dan pengambangan  suber daya
rospon polaia] mewawancara akor | manusia Peiatu  implementas]
Mmecuniudkan_akuntans  baras
peran suatops kel memiki_paran _statogs
aantansi borvars] dalam peningkatan _ transparans|
koal aalar] dan aurtabitas mola polaporar
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akumabias
2 [Halon, st | Pongarun Tioghal Tuuan  peneitan| Metods  penottan] Hasi  pansitan _ merukkan
asaiah bawa  pengann  varsoe|
Dan  Pendampingan| mengetahui pangan] pendakatan  kuanitat | ndependen (pamanaman
fowar  Pomertan| tngiat pomanamen, Pengurpuian _dotal peathan. _dan _ pendanpingan)
Daeran terhodesf poloian dan| slokukan  dongan secara parsial maupun  simultan
Penecapan AccrualBasss | pendampingan kombinasi  baverapa| barpenganun signfikan  techadap]
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akntaosi | skual of Kussa  Pengguna)
pemertan  daeran | Anggaran(KPA) i ki
ontama 6 tiogka] Satuan Ko Peranghat
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memahami dan menerapkan logka akuntansi akan berdampak pada
kekeiruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian aporan
dengan standar yang ditetapkan.

‘Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran
‘Pengembangan reguiasi \
e e
SAP berbasis

Aaual

[

25 Hipotes
251 Pengaruh Komitmen Pelaksana terhadap Penerapan SAP
Berbasis Akrual
Menurut Bastian (2006), dukungan yang kuat dari pimpinan
merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah saty
penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa

Khususnya Satuan Keria Perangka Daerah (SKPD) penerima dana
DekonsentrasifTugas Pembantuan.

Buchanan dalam Azman, Tengku (2015) mendefinisikan komitmen
adalah sebagal penerimaan karyawan atas nianiai organisasi
(identification), keteribatan secara psikologis. (psychological immerson)
dan loyaitas (affection attachement). Komitmen merupakan sebuah sikap
dan periaku yang saling mendorong (reinforce) antara satu dengan yang
lain. Selanjutnya Allen & Meyer (dalam Dunham, dkk 1994) membedakan
Komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu:
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Nomor 13 Tahun 2006 pasal 239 bagian kedua tentang kebiakan

daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintsh daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Kebiakan akuntansi
pemerintah daerah yang dimaksud merupakan dasar pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan atas asel, kewajiban, ekuias, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan seta laporan kevangan. Peraturan daerah
tersebut sekurang- kurangnya memua sebagai berikut.

a defiisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam

aporan keuangan

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa regulasi menjadi

Dalam penerapan SAP berbasis akrual, Pemerintah Daerah harus
mempersiapkan berbagai hal salah satunya adalah regulasi, yaitu
penyesuaian requiasi Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan
keuangan daerah, dan penerbitan Peraturan Kepala Daerah mengenai
kebiakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Dengan
demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut
H2: Pengembangan regulasi berpengaruh terhadap penerapan
SAP berbasis akrual

253 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Penerapan SAP berbasis

Akrual

Dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual peran teknologi
Menurut
Turban, Rainer, & Potter (2007), “Information technology infrastructure is
the physical faciltes, IT components, IT services, and IT personnel that
support the entirs organization.” Calleot dan Lapayre dalam Handayani
(2007) menyatakan bahwa penciptaan suatu informasi yang efektf
membutuhkan suatu pengorganisasian untuk mengembangkan sejumiah
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sistem-sistem pendukung. Penarikan staf yang kompelen dan layak
adaleh suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang besar dalam
perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah

vang tidak layak, tidak tepat wakiu atau tidak akurat. Kualtas suatu
informasi tergantung dari beberapa hal yaitu akurat, tepat wakly, relevan,
lengkap, dan dapat dimengert

Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh
manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilal tambah yang
menghasikan keunggulan kompelitf dan sebagai alat kontrol yang
menghasikan informasi intemal. Rostami dan Mongadam (2010)
menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai
pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi
yang telah ditetapkan.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Neger No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 13 Tahun 2006 mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki
informasi yang dinasilkan.

sebuah program aplkasi komputer yang dibernama SINDA (Sistem Informasi
Mangjemen Keuangan Daerah) yang muai diperkenalkan pada tanggal 29
‘Agustus 2006, Program apikasiin dikembangkan oleh BPKP guna membantu

maupun i tngkat SKPD (enttas akuntans). Adanya program apikasi i
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254 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SAP

berbasis Akrual
Menurut Wibowo (2007) kompetensi sumber daya manusia adalah
kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampian,
kemampuan, dan Karakleristk kepribadian yang mempengaruni secara
langsung teradap kinerjanya. Menurut Tiptoherjanto (2001) dalam
tuk iber

daya  manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk
‘akuntansi, dapat diihat dari level of responsibity dan kompetensi sumber
daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan.
Deskipsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan
baik. Tanpa adanya deskipsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut
tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi
dapat diihat dari latar belakang pendidikan, pelatinan-pelatihan dan dari
ketrampian yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi
merupakan suatu karakteristk dari seseorang yang memiliki keterampilan
(skil), pengetahuan (knowiedge) dan kemampuan (abilty) untuk
melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi 2005). Kompetensi merupakan
Karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinera yang tinggi
‘dalam pekerjaannya.

Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam
bekeda akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan
pemborosan bahan, wakiu dan tenaga. Pengelolaan keuangan daerah
yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan
aerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memilki
‘akurasi dan akuntabiltas yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sumber daya manusia
merupakan piar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi
Galam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi
Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami
dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekelruan




laporan kevangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan
Standar yang dtetapkan pemerintah (Warisno dalam Putr, 2010).
P

yang menguasai akuntansi pemerintahan. Selain iu, menurut Bastian
(2006), pada saat ini, kebutuhan tersebut sangal terasa dengan telah
diterapkannya akuntansi pemerintahan berbasis akiual. Hipotesis yang
cibangun adalah sebagai berikut

Ha: Kualtas sumber daya manusia berpengaruh terhadap
penerapan SAP berbasis akual

3. Road Map Penelitian Bidang Akuntansi

Penalitan tentang faklor-faklor yang memengaruhi kualtas audt
merupakan bagian dari peneliian akuntansi Knususnya terkait dengan
audiing dan fraud. Tim penei yang terlibst merupskan tm dengan
Kompetensi akuntansi manajemen dan audig. Tim adalah tim dengan
pengalaman penelian dan pengabdian di auditing dan sudsh beberapa
Kali membimbing para mahasiswa baik di program akuntansi S1 maupun
program S2.






BABII
METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan peneitian merupakan suatu bentuk pendekatan yang

yang menjadi permasalahan. Adapun desain penelian yang digunakan
adalah metode asosiatf yang bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara satu
sebab dan akibat, pendekatan yang memberkan suaty gambaran
permasalahan X

¥ (indriantoro dan Supomo, 2002). Peneitan in bersfat kuantitatf karena

SPSS dan menggunakan anaisa kualtatif untuk mendeskripsikan data-
ata yang sudah diperoieh sehingga akan lebih jelas.
32 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipiih oleh peneli sebagai tempat peneliian yaitu
Kantor Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupater/Kota
yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelfian ini dilaksanakan
selama kurang lebih 60 han keria. Adapun kabupsten yang menjadi

kabupaten Jeneponto dan kabupaten Selayar
33 Populasi dan Sampel

Populasi peneliian ini adalah pegawai yang menangani kevangan
yang diprediksi beriumiah 500 orang yang terdapat pada 300 Dinas
Pemerintah Kabupatenkota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan
sampel menggunakan teknik Purposive sampling yaitu_pengambian
sampel berdasarkan pertimbangan atau kritera tertentu sesuai dengan



Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan akrual
basis (¥), yang menjadi variable independen dalam peneliian ini
adalah komitmen pelaksana (X1), pengembangan regulasi (X2)
sistem informasi (X3), dan kualtas sumber daya manusia (Xe)
Pengukuran varisbel menggunakan skala Likert yaitu responden
menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan
pemyataan mengenai periiaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro,
2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak sefuju
‘Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = Netral , Skor 4 = setuju, Skor § =
sangat setuju

3.6.2 Definisi Operasional Variabel
36.2.1 Komitmen Pelaksana

Komitmen merupaken motor penggerak dalam menerapkan
kebjakan sehingga dapat menyumbangkan sesuatu terhadap
organisasinya. Buchanan dalam Azman, Tengku (2015)

nilai-nili organisasi (identfication). keteribatan secara psikologis

Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling
mendorong (reinforce) antara satu dengan yang lain. Komitmen
organisasi diukur dengan indikator penerimaan atas tujuan niai-nisi
organisasi, rasa memiiki terhadap organisasi, keterlibatan dalam
organisasi secara utuh, loyaitas terhadap tujuan organisasi,
profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi
beban tugas dan tanggung jawabnya, serta memperhitungkan
benefit yang diperolen

36.2.3 Pengembangan Regulasi

Regulasi menjadi pedoman bagi pelaku penerapan untuk dapat
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menjalankan sistem baru. Dalam penerapan SAP berbasis akrual,
Pemerintah Daersh harus mempersiapkan berbagai hal salah satunya
‘adalah requiasi yaitu penyesuaian reguiasi Pemerintah Daerah di bidang
pengelolaan keuangan dasrah, dan penerbitan Peraturan Kepala Daerah
mengenai kebiakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah
Ripley dan Franklin (dalam Winamo, 2014: 148) menyatakan bahwa
implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan
yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (bensfi), atau

tindakan-tindakan oleh sebagal aktor, khususnya para birokrat yang
dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarmo,
2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan
membentuk
suatu kaitan (inkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebiakan bisa
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegialan pemerintah. Dari
beberapa teoriteori tersebut di atas, disimpulkan implementasi kebiakan
menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

2 Adanya akivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan

3 Adanya hasil kegiatan

3.6.2.3 Ketersediaan Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem pengendalian intem yang memadai

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. sislem iformasi harus. betubetul tersedia dan mampu
dpergunakan e pemerniah dalem  melaksanskan AP sccrual
Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu (Mukhtar,
2002) akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan dapat dimengerti.
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Sistem informasi juga harus didukung oleh penggunaan teknologi
informasi yang tepat. Menurut Jumal & Supomo (2002) untk mengukur
teknologi informasi dapat diihat dari tingkat integrasi teknologi informasi
pada pelaksanaan fugas-tugas akuntansi. Konsiuk Pemanfaatan
teknologi Informas diukur dengan inikator sebaga berikt.

1. Perangkat ; ketersediaan kompular yang cukup unluk melaksanakan
tugas, jaringan intemet yang teah terpasang pada unt kera, aringan
intemet telah dimantaatkan sebagai penghubung antar unit keria
dalam pengiiman data dan informasi yang dibutukan, proses
‘akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan
Giakukan secara komputerisasi

2. Pengelolaan data kevangan: sesuai dengan peraturan perundangan
yang beriaku, mampu beradaplasi dengan pengguna, mampy

yang saling
terkait, adanya pelatinan untuk peningkatan  kualas pengguna,
adanya pendampingan dalam operasional istem informas,

3. Perawatan; adanya jadwal pemeliaraan peralatan secara teratur.

3.6.2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia (SOM)
Menurut Tiptonerianto (2001) dalam Azman, Tengku (2015), untuk

suatu fungsi, termasuk akuntans, dapat diihat dari level of responsibity
dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari
atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Sedangkan kompetensi dapat
diihat dari latar belakang pendidikan, pelathan-pelatihan yang perah
dikuti, i
Kompetensi merupakan suaty karakteristik dari seseorang yang
memiiki keterampilan (skif), pengetahuan (knowisdge), dan kemampuan
(abilty) untuk melaksanakan suatu pekeriaan (Hevesi, 2005). Variabel
sumber daya manusia divkur dengan indikalor SDM yang dimilki
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berkualfikasi dengan jumlah yang cukup, SOM yang ada telah memiiki
uraian tugas yang jelas, peran dan tanggung jawab SOM yang ada telsh
ditetapkan dengan jelas dalam peraturan daerah, uraian tugas telah
sesuai dengan fungsi skuntansi yang sesungguhnya, Terdapat pedoman
dan prosedur dan proses akuntansi, SOM yang ada telah melaksanakan
proses akuntans, terdapat SOM pendukung operasional yang memadai,
pelatinan uniuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian
telah diakukan, dana-dana telah dianggarkan untuk memperoieh sumber
‘daya yang dibutuhkan.

3.6.2.5 Basis akrual (accrual basis)

Menurut pasal 1 ayat (8) PP No. 71 Tahun 2010 bahwa standar
akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis skual adalah SAP yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akmal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam peiaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis
yang ditetapkan dalam APBN/APED.

Menurut Tanjung (2012: 8) standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual terdin dari Kerangka Konseptual dan 12 Pemyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu : PSAP 01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 tentang Laporan Reaisasi
Anggaran Berbasis Kas; PSAP 03 tentang Laporan Aus Kas; PSAP 04
fentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP 05 tentang Akuntansi
Persediaan; PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi, PSAP 07 tentang
Akuntansi Aset Tetap; PSAP 08 tentang Akuntansi Konstrksi Dalam
Pengerjaan; PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP 10 tentang
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebiakan Akuntansi, Perubahan Estimas
Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan; PSAP 11 tentang laporan

PSAP 12 tentang




37 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini mengacu pada penelian Evicahyani,
Sagung Inten (2015) dan Tengku, Azman (2015) uniuk varibel sistem
informasi dan sumber daya manusia, pengukuran variable Komimen
pelaksana mengacu pada peneltian Surepno (2015), Tengky, Azman
(2015) dan Rizkianci, Anggi. (2016) sedangkan Pengembangan regulasi
mengacu pada penelitian Pinem, Ranin (2011) dan Sampel, Kalangi, dan
Runtu, T. (2015). Penggunaan kuesioner yang digunakan dalam peneitian
tersebut cukup mewakili konleks peneliian terkait akrual basis dengan
beberapa penyesuaian oleh peneif. Pengukuran variabel menggunakan
skala fkert yang didesain untuk mengukur seberapa setuju alau tidak
setuu subjek terhadap objek atau kejadian tertent. Skala fikert
‘menggunakan ima angka penilaian, yaitu sangat tidak setuju (iberi poin
1), tidak setuju (diberi poin 2), netral (diberi poin 3), setuju (diberi poin 4)
dan sangat setuju (dberi poin 5).

38 Analisis Data
381 Uji Validitas

Menurut (Efferin of al, 2008:118), uj validitas berujuan unfuk
memastian apakah semua data tersebut telah mengukur segala
sesuatunya dengan tepat, dalam ari memang yang diukur adaish data
yang dibutuhkan untuk menjawab resarch questions. Rumus yang

Korela
E)-ExE)

CE=EREIE R
Keterangan
Ry

2 Jumih skor
imian skor dinbust
= Jumiah perkalian skor x dan y



Instrumen dikatakan vaiid apabila my > r dengan r tabel pada tara
ignifikan
a=005
382 UjiReliabilitas

Menurut (Efferin of al, 2008:118) uji relabiltas bertujuan untuk
memastian apakah data yang ada teiah terukur dengan tepat dan fidak.
mengandung kesalahan material dari data yang diukur, proses

pengukuran , maupun ukuran yang dipergunakan itu sendir. Uji relabiitas
dilakukan dengan Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan
o,

383 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi Kiasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi
finear berganda yang digunakan untuk menguj hipotesis dalam penelitian
inl Uji nommaitas menggunakan ujiKolmogorov-Smimov  (Ghozali
2011:58). Masalah multkolinearitas divji dengan melihat folerance value
(kurang dari 0,1) atau niai variance infation factor (VIF, lebih dari 10)
(Ghozali 2011:106).

38.4 Pengujian Hipotesis.

Data dianalisis dengan metode Regresi Linear Berganda atau
muliple linear regression, dengan tujuan untuk mengelahui pengaruh
variabel independen yaitu komitmen  pelaksana (X1), pengembangan
reguiasi (X2), sistem informas (X3), sumber daya manusia (X4), terhadap.
variabel dependen (Y) yaitu accrual basis. Bentuk umum dari persamaan
regresi linear berganda dalam apikasinya adalah sebagai berikut
(Supranto, 1996:272)



Y=a+bX1+bX2+bX3 +bXa +e
= Penerapan accrual basis

= Error (kesalahan regresi



BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

41 Gambaran Umum Lokasi Penelitisn
414 Gambaran Umum Kabupaten Maros

Kabupaten Maros secara geografs teletak di bagian Utara Provinsi
‘Sulawesi Selatan yaitu pada 40°4S' hingga 501/07' Lintang Selatan, dan
1081120 hingga 129712 Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah
161,11 km atau 23% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,
dengan batas-batas sebagai berikut

2)  Sebela Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep

b)  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone

) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar

) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Ibukota Kabupaten Maros teretak tiga puluh kiometer arah utara
kota Makassar yang merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan
Bandar udara intemasional Sutan Hasanuddin teretak i Kabupaten
Maros, yang merupakan bandar udara terbesar di kawasan Timur
Indonesia. Letak Kabupaten Maros yang berdekatan dengan Kota
Makassar merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan
produksi dan ekonomi di Kabupaten Maros. Secara administratl,
Kabupaten Maros terdir atas 14 Kecamatan, 80 desa, dan 23 Kelurahan.
Pembagian wiayah menurut Kecamatan, ibu kota kecamatan dan jumiah
esalkelurahan dapat dilhat pada tabel sebagai berkut,

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) secara geografis
teletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada 11.00° bujur
timur, dan 040, 40" - 080. 00" lintang selatan. Luas Kabupaten Pangkep
adalah 1236273 Km2 (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk
wiayah laut seluas 1146444 Kim2, dengan daratan seluas 898,29 K2,
dan panjang garis pantai i Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaity
250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten
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Pangksjene dan Kepulauan terdii dari 13 kecamatan, di mana 9

Kecamatan teretak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di

wiayah kepuiauan. Batas administrasi, dan batas fsk Kabupaten

Pangkajene dan Kepuiauan adalah sebaga berikut

) Sebelah Utara berbatasan dengan

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.

<) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone

) Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan

Madura, Pulay Nusa Tenggara, dan Pulau Bali

Wilayah Daratan

Secara garis besar wiayah daratan Kabupaten Pangksjene, dan

Kepulauan dtandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran

rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga erdapat

pada wiayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu

Gitandai dengan tedapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang,

‘seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu pofensi parwisata

alam yang mampu menembah pendapatan doerah. Kecamatan yang

terltak pada wiayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kajene, Kecamatan

Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'ang,  Kecamatan

Segeri, Kecamatan Minasa Tene, Kecamatan Tondong Tallasa, dan

Kecamatan Mandalie.

Wilayah Kepulauan

Wiayah kepulaan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan
wilayah yang memilii kompleksitas wiayah yang sangat urgen untuk
dibahas, wiayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
meniiki potensi wilayah yang sangat besar uniuk dikembangkan secara
lebin optimal, untuk mendukung perkembangan wiayah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan yang teretak di wiayah
Kepulavan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu: Kecamatan
Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiing Utara, Kecamatan
Livkang Kalmas, dan Kecamatan Livkang Tangaya

Kabupaten Jeneponto secara geografis teretak di bagian Selatan
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kabupaten Jeneponto terletak pada 5'23.12 — 5.421.2 Lintang Selatan
dan 11912912 ~ 119'.56'44.9' Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto terdiri
25% daerah Pesisic (28 kelurahan), 8% lembah (9 kelurahan), 27%

17 Batas fisik

kabupaten Jeneponto adalah
&) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Gowa
) Sebelah Selatan berbatasan denganLaut Flores
©) Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Takalar
) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bantaeng

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ibukota Benteng terletak di
uiung selatan pulau Sulawesi Secara geografis kabupaten Selayar
memiiki luas sebesar 10.503,68 km’ (wiayah daratan dan lautan) dan
umiah poncudk sabesar 123283 e, Sacara geograts kabupaten

i 12015 -

oo Bujur Timur yang berbatasan dengan
2) Sebelah Utara berbatasan dengan kabpaten Bulukumba dan Teluk

Bone
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur
9
) Sebelah Timur berbarasan dengan Laut Flores (Provinsi Nusa
Tenggara Timur)
412 Gambaran Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta
Pencatatannya

4121 Sistem Akuntansi Pendapatan
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD Kabupaten Maros.
adalahsebagai berikut.

2 Selama tahun berslan, pendapatan-LO diskui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA). Pendapatan-LO dan pendapatan-
LRA diakui pada saat kas dierima dengan atau tanpa terbitnya
dokumen penetapan. Pendapatan baik dengan melode official
assesment ataupun self assesment diperiakukan sama yaitu saat kas
diterima
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1) Pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan, maka
dicatat dengan jumal sebagai berikut

o bondarara paraTaT
PendapatanL0 X
x0x
o
pendapatan-
S ox “

Pada saat ks disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas
Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut.

RIKPPRD,
XX
Kas di bendahara
penerimazn. XXX

2) Bila phak ketiga langsung menyelor ke kas daerah, maka
dicatat

‘dengan jurmal sebagai berikut

Pendapatan10
patar oo

[Perubanan SAL

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi
pengakuan Pendapatan-LO yaitu

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

PPK-SKPD melakukan rekonsliasi atas dokumen penetapan
pendapatan yang belum diterima pembayarannya ~dengan



st

membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan
pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat
pengakuan pendapataniO dan piutang sebagai jumal
penyesuaian.

Pty

Pndapatanto
i XXX

PPISKPD melakukan rekonsiiasi atas dokumen penetapan
pendapatan yang pendapatan-lO telah diakui di tahun
sebelumnya, untuk menghindari dupilkasi pencatatan pendapatan-
o
Pardapaan 10

Piutang

2) PendapatanLO Giakul setelah penerimaan kas
PPK-SKPD melakukan jumal penyesuaian terhadap Pendapatan-
LO yang telah diakui saat ks diterima dengan membuat buku
memoral sebagai berkut

Pendapatan-L0 XX
Pendapatan dterima dimuka. XX

Selain itu, PPK-SKPD juga melakukan jumal penyesuzian pada
saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima
dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar
telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan

Mk o X0
Pendapaa o
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Pendebetan akun kas di bendahara pengeluaran pada jurnal di atas
dilakukan apabila ada selisih lebin antara panjar yang diberikan oleh
bendahara pengeluaran dengan penggunaan panjar fersebut oleh
PPTK.

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna

Pengguna A 3
| Beban. XX ‘
Uang muka XX

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK bary bisa
diakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan

Belanja o s YO
Perubahan SAL XX

(3) Pencatatan pembayaran diiakukan melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oieh Bendahara
Pengeluaran, maka dicatat dengan jural sebagai berikut
l Beban, 0 ,

Kas di Bendahara Pengeluaran. X0
Apabia telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan

jumal sebagai berikut.

Bolana. i XX
Perubahan SAL XXX

Pencatatan pembayaran diakukan melalui kas daerah (BUD). Apabila
pengeluaran diskukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme.
LS maka dicatat dengan juma sebagai berikut.

Beban X0
RiK PPKD XX

e o
e |




Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi

pengakuan beban yaitu

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas.
Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen
penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan
pembayaran maka diskukan pencatatan dengan jumal sebagal
berikut

Boban. X
Utang Beban X

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Pada saat penyusunan laporan kevangan apabila terdapat dari
pengeluaran kas yang diakukan oleh pemerintah daerah belum

Boban dibayar dimuka, 53
Beban, X0

42 Deskripsi Data
Kuesioner yang terdir atas 39 item pertanyaan ini telah digunakan
oleh beberapa peneiti terdahulu, yang keandalan dan validitasnya telah
terbukti memadai. Kuesioner ini disebarkan langsung kepada 200
responden yang menjaba sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK).
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaii, dan
dengan alkoval di dinas
yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Pangkep,
Jeneponto dan Selayar. Proses pendistribusian dan pengumpulan data

Jumiah kuesioner yang kembali sebanyak 191 eksamplar atau

4 sampel kabupaten yang terdiri atas kabupaten Maros, kabupaten
Pangkep, kabupaten Jeneponto dan kabupaten Selayar. ~Kessluruhan
kuesioner yang dikembalian terdapat sembilan kuesioner yang cacat dan
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tidak terisi yang tidak relevan dengan kiteria sample yang digunakan

data peneitian sebanyak 191 eksamplar. Pengembalian kuesioner dibatasi

menilai persepsi atau respon dari responden, oleh karena itu tabel 4.1
memberikan gambaran mengenai karakteristik responden peneliian
Tabel 4.1 menggambarkan bahwa responden penelian ini berdasarkan
jenis. kelamin, perempuan yang mencapai 4973% atau 95 orang,
sedangkan lakiiaki hanya berjumiah 96 orang atau 50.27% dari total

sampel yang diperoleh.
Tabel 4.1 Karakteristik e
Frokuonsi__| Porsentase (%)
191 100
Jeris Kelamin | Laks laki % 5027%
Perempuan £ 49.73%
Umar 21sa31hn |16 338%
3tsdd0thun (102 53.40%
415a50thun (58 037%
diatas 51tahun |15 785%
Pendidican ED 2 1675%
Terakhir Diploma ] 9%
Sajana(s1) (118 61.78%
Magster(52) |33 728%
Doktor (53) o o
Latar Bolakang | Ekonomi 2] 3351%
pendidikan Formal | Sospol 35 18:32%
Teknik " B50%
Hukum 3 581%
Peranian 3 681%
Kehutanan 10 s23%
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terhadap peraturan yang baru masih tergolong baik, sehingga ketka terjadi
perubahan dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi akrual di
pemerintah daersh, kemungkinan resistensi terhadap perubahan tersebut
cenderung lebih kel Dengan masih produkifiya sebagian besar staf
keuangan tersebut juga memudahkan diterapkannya akuntansi berbasis.
akrual sehingga pemerinta dapat menghasikan laporan kevangan yang
relevan, berkuaitas, dan akuntabel bagi pengambil keputusan.

Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, rata- rata responden telsh
melalui jenjang sariana (S1). Hal ini berarti para staf yang menangani
keuangan di Dinas Pemerintah Daerah, dalam memahami reguiasi terkait
akuntansi akrual khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual letih mudah
memahami kompleksitas dari aturan dan prosedur pelaksanaan akuntansi
akrual dan memahami tujuan dari diaksanakannya peraturan tersebut
Sebanyak 33 orang staf keuangan juga bergelar Magister sehingga
perubahan sistem yang ada tidak menjadi kendala bagi mereka. Sebanyak
32 orang staf juga adalah tamatan SMA, meskipun demikian tidak menjadi
kendala karena sistem akuntansi dialankan by system sehingga yang
dibutukan dalam menyukseskan penerapan akuntansi akrual ini adalah
pelaksanaan bimbingan teknis yang intensif dan menggiatkan pelatihan-

Berdasarkan latar belakang pendidikan formal rata-rata responden
beratar belakang ekonomi meskipun tidak spesifik jurusan akuntansi
Gengan demikian para staf tidak begitu asing dalam menangani transaksi
ekonomi yang ada dan mengolahnya menjadi laporan keuangan. Terkait
penerapan akuntansi berbasis aknual, staf keuangan pada Dinas
pemerintah masih bergantung pada sistem informasi dan teknologi yang
ada untuk memproses transaksi khususnya staf yang tidak berasal dari
jurusan ekonomi, pekeriaan yang diakukan sangat dipengaruhi oleh
pengalaman kerja selama beberapa tahun dalam mengolah kevangan
sehingga mengalami sedikit kesultan karena harus mengubah kebiasaan
yang ada yang sebelumnya menggunakan basis kas, saat ini mereka
ciharuskan untuk beralih pada basis akuntansi akrual.



43 Statistk Deskripti
Penyajian statisti deskriptf bertyiuan untuk menggambarkan
Karakteristik sampel dalam penelitan serta memberkan deskripsi
mengena variabel yang digunakan dalam peneltian . Tabel 4.2 akan
‘memberkan gambaran mengenai nila statistk dari hasil peneltian.

Tabel 42 menunjukkan bahwa komitmen pelaksana memilki
kisaran empiris sebesar 22 hingga 35 dengan niai rata-ata (mean)
sebesar 28,72 dan besaran standar deviasi sebesar 2,614, Responden
menganggap komitmen pimpinan cukup memadai. Dapat diihat pada
tabel 42 bahwa selisih antara median dengan rata-rata (mean) adalsh
sebesar 0.28 dengan besar rata-rata (mean) sebesar 28,72 mendekat
median yang besarya 29,00
Tabel 4.2 Deskiipti Statstik

Variabel N |Min. |Max.| Mean | Median | Deviation

Romimen Pelaksana | 197 |22 |35 | 2872 | 2900|2974
x1)

ToT (74 |25 | 195 | 2000 2408

Pengerbangan
Roguiasi (X2)
Ketersedaan Sislem 197 |31 [0 | 4119 | 4000 [ 408

)
Kualtas Sumber Daya [191 |23 |35 | 2922 | 2800|2620

Basis (V) ToT (3% % | 4158 | %000 |35

Adapun berdasarkan jawaban dengan nilai terendah (sebesar 1),
Jawaban dengan nilai tertinggi ( sebesar 5), dan jumlah item pertanyaan
pada masing-masing variabel pertanyaan adaiah 7 pertanyaan untuk
variabel X1 (komitmen pelaksana), 5 pertanyaan untuk variabel X2
(reguiasi), 10 pettanyaan untuk variabel X3 (Sistem  Informasi), 8
pertanyaan uniuk variabel X4 (SDM), dan 10 pertanyaan untuk variabel Y.
(akrual basis), maka diperoleh Kisaran teoris untuk masing-masing
variabel seperti yang disajikan dalam tabel berikut



Tabel 4.3 Statistk Deskiptif Variabel Por

Kisaran Ketoria
‘Sangot s
500-1350 i
1400 -2250 i
2003150 Cup.
3200 - 050 hasi
Sangat Bak
2017

Regulasi memiiki Kisaran empiis sebesar 14 hingga 25 dengan
nilai rata-rata (mean) sebesar 19,56 dan besaran standar deviasi adalah
2408 Reguiasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman
aparatur pemerintah tehadap regulasi terkait akrual basis mempunyal
Krteria kurang, terihat darl perbedaan nilai sebesar 0.44 antara il rata-
rata (mean) dan median yang besamya 20,00.

Ketersediaan Sistem Informasi memilii Kisaran data 31 hingga 50
dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 41,19 dan standar deviasi 4.048
Besaran standar devisi sebesar 4,048 menggambarkan penyimpangan
Gari niai rata-rata (mean). Sistem informasi yang tersedia mempuny:
Kiteria sangat baik. Dapat diihat pada tabel 42 bahwa selish antara
median dan rata-rata (mean) ialah sebesar 1,19 dengan besar rata-fata

a;

Kualtas sumber daya manusia meiki kisaran empirs sebesar 23
hingga 35 dengan nili ratarata (mean) sebesar 29,22 dan standar deviasi
2,620 yang menunjukkan penyimpangan dari rata-rata (mean) responden.
Besar nilai median sebesar 28,00 yang mendekal nilai rata-fata (mean)
yakni 29,22 menunjukkan kualtas sumber daya manusia berada pada
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50 dengan niai rata  rata (mean) sebesar 41,58 dan standar deviasi
sebesar 3,524, Besar nilai median ialah 40,00 yang mendekai niai rata-
rata (mean) yakni 41,58 menunjukkan bahwa rata- rata penerapan akrual
basis aparatur pemerintah daerah mempunyai kitera sanga baik.

4.4 Uji Validitas dan Reliabiltas Instrumen

Untuk menguii validtas dan reliabitas instrumen, penelii
menggunakan analsis dengan SPSS. Berikut hasil pengujan valdias.
Untuk tingka validtas diakukan uj signifikansi dengan membandingkan
tabel, Dalam hal ini
n adalah jumiah sampel dan k adalah jumiah konsiruk. Pada kasus ini
191 2atau of=
tabel 0,2785; jka r hitung (untuk setiap bulic pertanyaan dapat diihat pada
kolom corrected tem pertanyaan total correlation) lebih besar dari r tabel
‘Gan nila  postf, maka butr pertanyaan tersebut dikatakan vald
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Apabila setiap pancaran data residual berada di sekitar garis luus
melintang, maka dapat di katakan bahwa nilai residual mengikuti fungsi
distribusi normal.

Uj normaitas bertujuan untuk menguii apakah dalam model regresi
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak Jka pada tabel fest of normaity dengan menggunakan
Kolmogorov-Smimov nilai sig. > 005, maka data berdistribusi normal
‘Adapun uj normaitas dalam penelian ini adalah sebagai berkut.

Tabel 4. Niai Ui Nomaltas Kolmogoror-
eloauns wriadap penerapan Akral Basis

Unstandarize Residual

Uji Kolmogorov -Smimoy

085

Sanwanst a5z
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‘Tabel 4.8 Nilai Uji Normalitas Kolmogorov- Smimov.
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‘Tabel 49 Nilai Uji Normalitas Kolmogorov- Smimov.
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Berdasarkan hasilujl Kolmogorov- Smirmov pada tabel 4.6, tabel 4.7,
tabel 4.8, dan tabel 4.9, uji Kolmogorov- Smimov menunjukkan bahwa
residual data yang diperolen telah terdistribusi normal, berdasarkan hasil
output menunjukkan nilai Kolmogorov- Smimov signifikan pada 0,452 >
0,05, 0,128 > 0,05., 0,273 > 0,05, dan 0211 > 0,05. Dengan demikian
residual data berdistibusi normal dan model regresi telah memenuhi
‘asumsi normalitas.
452 Uji Multikolinearitas

Uji Mulikoliveritas digunakan untuk menguji apakah terdapat
korleasi yang tinggi anatar variabel independen. Hasil uji Mulikoinieritas
dapat dketahui dari nilai Tolerance dan VIF selengkapnya disajikan pada
tabel di bawah i



Tabel, 410 Nila Tolerance dan VIF

Pada tabel output 4.10  terlhat nilai Tolerance variable Komitmen
pelaksana, sebesar 0737, Pengembangan reguiasi 0636, Ketersediaan
sistem informasi 0611 dan Kualtas sumber daya manusia 064
‘Sedangkan nilai VIF yang didapal variable Komitmen pelaksana 1.357,
Pengembangan regulasi 1573, Ketersediaan system informasi 1638 dan
Kualtas su,ber daya manusia 1,541, Karena nilai tolerance masing-masing
variabel > 0.1 dan VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel
independen tersebut terbebas dari multikoliiertas.

453 Uji Autokorelasi
Pengujan ini diakukan untuk menguj suatu model apakah antara
variabel pengganggu masing- masing variabel bebas  saling

mempengaruhi. Adapun hasil pengujen autokorelasi adalah sebagai
berkut

Tabel 411 Hasil uji Autokorelasi antara variabel X dengan Variabel Y
" .

‘ ‘ Aasear ..mml ‘

o | o | asuee| swme | eonse | o
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 Dopendent Variabie Aol Basis
‘Sumber oulpul PSS yang doiah 2017

Dari hasi pengujan dengan menggunakan Durbin- Watson atas residual

persamaan regresi dpercieh niai DW 1457 yang selanjutnya i tersebut

38 dan jumian

variabel independen 4 (K=4) maka diperoleh nilai du 1,724, Sebagai pedoman
berkisar 0 dan 4




Kec dari satu atau lebh besar dar 1ga, maka resduals atau error dari model

Jadi berdasarkan niai uj satistik Durbin- Watson dalam peneitan i
berada di atas satu dan i bawah 1ga (1,724 dan 1,497) sehingga dak terjadi
autocomelation.

454 Uji Heteroskedastisitas

Uj asumsi lainya yaitu uji heterokedastisitas yang bertujuan untuk
menguii apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain. Model yang baik adaiah yang

atau tidak terjadi Cara
‘dengan analisis grafik dari variance residual. Grafik dapat diihat i bawah

ini

Gambar. Scatterplot Variance Residual
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Terliat pada grafik bahwa pola tiik-tik menyebar dari atas dan di bawah
‘angka sumbu Y, dan tidak membentuk pola-pola tertentu.

46 Uji Hipotesis.

Penguian hipotesis digunakan untuk menguii setiap hipotesis yang
ada dengan menggunakan uj statistk yang tepat. Pengujian yang tepat
untuk peneliian ini adalah uj-t. Pengujian hipotesis menggunakan uji




membuktikan apakah
secara signifiken atau tdak signifikan terhadap variabel terikatnya. Tingkat
kepercayaan yang digunakan dalam peneliian ini adalah 95% atau taraf
signifikansi 5% (a = 0,05)

« Jika P-value < 0,05, maka Hy ditolak
« Jika P-value 2 0,05, maka Hy diterima
1) Uiit (parsial)
Hasil ujit dapat diliat pada tabel di bawah ini

‘Tabel 412 Nilai Koefiein Pengaruh, Nilaict dan Signifikansi
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461 Pengaruh Komitmen Polaksana terhadap Penerapan SAP
Berbasis Akrual
Pada tabel 4.12 di atas hasil uj t, il tstatistk variabel Komitmen
pelaksana sebesar sebesar -0.072, nilai Litung -0.551 dengan significansi
0583, Karena nilai signfikansi p-value 0.0583 > 0,05 maka terima hipotesis
nol, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel
Komitmen pelaksana terhadap Akuntansi berbasis akrual,



Hasil peneliian ini sejalan dengan peneiian yang dilskukan oleh
.S (2012)

pel arus
keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Hasil yang tidak berpengaruh signifikan ini bukan berarti komitmen
pelaksana yang tinggi idak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi
akrual, namun komitmen pelaksana yang besar bisa saja berpengaruh
terhadap penerapan SAP berbasis akrual namun harus didukung dengan
komitmen yang dimiiki oleh setiap orang untuk melakukan perubahan
yang mengarah pada kondisi keuangan yang letih baik Staf pelaksana
juga harus terus berkomitmen untuk terus berusaha, belajar dan berath
terkait bagaimana menjalankan SAP berbasis akrual dalam pelaporan
kevangan. Pemerintah Daersh terkait secara intensi juga harus
memfasiltasi para staf pelaksana keuangan dengan pengadaan
bimbingan teknis maupun pelatinan terkait bagaimana seharusnya SAP
berbasis akrual dilaksanakan.

462 Pengaruh Pengembangan regulasi terhadap penerapan SAP

Borbasis Akrual

Dari Tabel 4.12 Niai koefisien pengaruh Pengembangan reguiasi
sebesar 0.959, niai tstatstk 5621 dan signifikansi 0.000. Karena nilai
signifikansi  p-value ini lebih besar 0.00 < 0,05 maka tolak hipotesis nol
yeng menyataken bahwa terdapat pengaruh  significan variabel
Pengembangan Reguiasi terhadap Akuntasi berbasis akrual. Besamya
nilai koefisien pengaruh sebesar 0.959.

Reguiasi menjadi payung hukum dan panduan bagi pelaku
implementasi untuk dapat mengapikasikan perubahan sistem akuntansi
dengan baik Berdasarkan pengujan hipotesis pertama ditemukan baiwa

berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah. Hasil penelitan ini tidak
sejalan dengan peneiian yang dilakukan oleh Sampel, Kalangi, dan
Runty, T.
tidak mempengaruhi secara signifikan penerapan akuntansi akrual karena
penerapan tersebut merupakan refeksi dari suatu formaltas. Hal fersebut




n

yang berbasis sistem masih mengandalkan para insiruktur pembuat soft
ware tersebut

454 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap penerapan

SAP Berbasis Akrual

Pada table 412 ilai koefisien pengaruh Kualitas sumber daya manusia
scbesar 0488, nilai tstatistk 4359 dan signifikansi 0000, Karema nilai
signifikansi pevalue i lebih besar 0.000 < 0.05 maka tolak hipolesis nol yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh posii signifikan variabel Kualitas sumber
daya manusia terhadap  Akuniasi berbasis akrual. Besarmya nila koefsien
pengaruh sebesar 0488 Hal ini sejalan dengan penelitian yang diakukan
oleh Surepno (2015), Ardiansyah dan Atmini, § (2012) dan penelfian oleh
Rizkianci, Anggi (2016) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia
yang berkuaiias menjadi salah satu kunci keberhasian penerapan
akuntansi berbasis akrual.

Hasil penelitian ini yang menyatakan terdapat pengaruh positf dan
significan kuaitas sumber daya manusia tethadap akuntansi berbasis

pokok dan fungsi sebagai pejabat penatausahaan keuangan dan saiing
berkoordianasi dengan baik, disisi lain staf pengelola keuangan
mengetahui dan memahami peraturan-peraturan keuangan yang terkait
dengan tugas dan fungsinya. Selaku pengelola keuangan para PPK-SKPD
dan bemdahara memilki kemampuan dalam berinteraksi dengan sistem
dan menguasai perkembangan aplikasi yang ada.



